
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 134 TAHUN 2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Men imbang 

Mengin ga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa pelaksanaan perlindungan dan pelayanan epada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta h Daerah 
Kabupaten Tasik malaya, merupakan upaya pem enuhan 
hak Pegawai Negeri Sipil untuk men dapat perlin dungan 
dalam pelaksanaan tugasnya serta menda a t p elayanan 
dalam u paya m em enuh i h aknya; 

b. bahwa berda a rkan pertimbangan sebag ·m a dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peratu r Bupati 
tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasik malaya; 

1. Un dang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propins i Djawa Ba a t Berita Negara 
Tahun 195 ) sebagaim a n a telah diubah de ga n Undang­
Undang Nom or 4 Tahu n 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Ka hupa ten Su bang dengan 
Men gubah Undang-Undang Nom or 14 Tah n 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daera Kabu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Bara t (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indon esia Nomor 2851); 

2. Undang-un dang Nom or 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 4288); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 
Tahun 202 2 ten tang Hubungan Keuangan antara 
Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6757); 

5. Peraturan Pernerintah Nornor 70 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
I do es 'a Ta h 2 15 Nornor 212, Tambahan Lernbaran 
Negar Republik I dones ia Nornor 574 0) sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Pern r inta h Nornor 66 
Tahun 20 7 ten tang Perubahan Ata s Peraturan 
Pernerintah Nornor 70 Tahun 20 15 tentang J arninan 
Kecelakaan Ker ' dan Jarninan Kernatian bag ' egawru 
Apara tur Sipil Negara (Lernbaran Negara ep blik 
Indonesia u n 2 17 Nornor 317); 

6. Peraturan Pern ri tah Nornor 11 Tahun 201 7 t entang 
Manajernen Pega ai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indon ia Tahun 2017 Nornor 63 , Tarnbahan 
Lernbaran Negara Repu lik Indonesia Nornor 6037) 
sebagairnana telah diubah dengan Pera turan Pem erintah 
Nornor -7 Tah I 20 20 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerin ah Nomor 1 ah 2017 tentang Manajernen 
Pegawai eger ' S ip i (Lernbaran egara Republik In donesia 
Tahun 2020 N rnor 68, arnbahan Lernbara Negara 
Republik Indonesi Nornor 6 77); 

7 . Pera u ran Pernerintah Nornor 70 Tahun 20 15 tentang 
Jaminan Kecela k a an Kerj an Jamin an Kernatian bagi 
Pegawai Aparat r Sipil Negara (Lernbara Negara Republik 
Indonesia T hun 015 Nom r 68, Tambahan Lernbaran 
N egara Repu lik Indo sia N ornor 647 7) e agairnana 
telah diu a engan Peraturan Pernerintah ornor 66 
Tah n 20 17 t ntan g Perubahan Ata s Peraturan 
Pernerin tah Nom r 0 ahu n 20 15 tentan g Jarninan 
Kecelakaan Ker 'a dan Jarninan Kernatian b agi Pegawai 
Apa ratur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nornor 317); 

8. Peratur n Presiden Nornor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 8 Norno 165) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nornor 64 Tah n 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2018 tentan g 
Jaminan Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 130); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 12 Tahun 2014 
tentang Pedornan Penanganan Perkara di Lingkungan 
Kernenterian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 214); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nornor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernbentukan Produk 
Hukurn Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2016 Nornor 1) ; 



Menetapkan 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 
PERLI DUNG D PELAYA AN KEPADA PEGAWAl NEGERI 
Si lL DI LINGKUNGAN EMERINTAH DAE H KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 

B B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaks d dengan : 
1. B P ti adalah Bupati Tasikm alaya . 
2. D erah adalah Daerah Kabupate Tasikmalaya. 
3. Pe erintah Daerah adalah Bu pati eba gai unsur penyelen ggara 

Pe er intahan Daerah yang memim pin pelaksanaan urusan pemer intahan 
yan g menjadi kewen gan da ah otono _ 

4. Perang at aerah adala unsur pem ban u Bupa i dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dae ah dalam penye enggaraan ru an pemerintahan yang 
me j di kewenangan Da rah. 

5. Badan epega aian dan Pengemba gan m ber Daya Manu si yang 
selanjutnya disingkat BKPSDM adala adan Kepegawaian dan 
Pe gembangan Sumb er Daya Ma u sia Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Ba -an Hu kum adalah B H kum pa da Sekretariat Daerah 
Ka paten Ta si m alay . 

7. Aparatu r Sip il Negara ang selan"ut a 'singkat ASN a dalah pr fesi bagi 
pegawai negeri s ipil dan pegawai pem eri tah dengan perjanjian kerja yang 
bekerj pada i stansi p emerinta . 

8. Pegawa' Apara tur Sipil Negara yang selanjutnya d isebut Pegawai ASN 
adalah p gawai negeri sipil dan pegawa i p emerintah d engan perjanjian 
kerja yang d iangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu ja batan pemerintahan atau disera hi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang s elanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat ertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran jaminan 
kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah 
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja 
berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. 
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12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan 
at as risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan 
kematian. 

13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada PNS. 

14. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi danl 
atau non litigasi. 

15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

16. Korps Pega ai p blik don yang selanj tnya disingkat KORPRI 
adalah wa dah un uk menghimpun eluruh Pegawai Repub lik Indonesia 
demi menin gkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita­
cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik n donesia 

erdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersifat 
dem okratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produkt 'f an 
b r tanggung jawa . 

BAB II 
PERLINDUNGAN 

Bagian Kesatu 
Um u m 

P sal 2 

Perlind n gan kepada PNS meliputi: 
a. Jamin an Kesehatan; 
b . JKK; 
c. JK ; an 
d. Bantu n Huku m. 

Bagian Kedua 
J aminan K seh a n 

P sa1 3 

Penyelenggaraan J amin an Kesehatan s agarrnana dimaksud d alam Pasal 2 
huruf a sesu ai ketentuan peratura perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Jamin an Kesehatan. 

Bagi Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

Pasa1 4 

Penyelenggaraan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai JKK dan JKM bagi PNS. 

Bagian Keempat 
Bantuan Hukum 

Pasa15 

(1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa 
pemberian Bantuan Hukum dalam perkara hukum yang dihadapi PNS 
terkait pelaksanaan tugasnya. 
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(2) Perkara hukum yang dihadapi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. perkara perdata; dan 
b. perkara pidana. 

Pasal6 

(1) Bantuan Hukum bagi PNS yang menghadapi perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum 
danl atau KORP 

(2) Dalam pember·an Bant an Hukum ntuk perkara pidana sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Bagian Hukum h anya dapat 
melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan 
pe ara pidana. 

(3) alam menangani perkara sebagaim ana dimaksud pada ayat (1 ), Bagian 
H kum berkoord in as· dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, 

iro Hukum Provinsi Jawa Bar t , a BKPSDM. 

Pasal 7 

(1) Un tuk mendapatkan Bantuan Hu kum, PNS menyampaikan permoh onan 
tertu lis kepa da Bupati melalui Bagian Hu urn. 

(2) Per m honan sebagaimana dimaks d dalam ayat (1) memua t paling 
kl.lrang rnengenai u raia..T1 singkat rna alah hukurn yang dihadapi, dengan 
dilamp·ri dok men pen ukun g. 

Pasal 8 

(1) Ba ·an Hukum melakukan verifi asi atas p rmohonan sebagaimana 
dimaksud d alam Pasal 7 . 

(2) Has il verifikasi sebagaimana dimak ud pada aya t (1) berupa keterangan 
tert lis yang disampaikan kepa d PNS yang b rsangkutan. 

(3) Bagian Hu kum dapat rnenolak erm onan Bantuan Hukum yang 
diaj kan PNS apabila tida..k ada kaitannya den ga..n pelaksanaan tu gasnya. 

BAB III 
PELAYANAN 

Bagian Kesa tu 
J enis Pelayanan 

Pasal9 

BKPSDM menyelenggarakan pelaya an kepegawaian bagi PNS di lingkungan 
Pemerintah Daerah sebagai berikut: 
a. pelayanan pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian meliputi: 
1. pengadaan pegawai; 
2. administrasi pemberhentian pegawai; 
3. kartu istri/kartu suami, kartu pegawai, Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri (Taspen) dan lain-lain; dan 
4. inforrnasi kepegawaian; 

b. pelayanan pada Bidang Mutasi dan Promosi meliputi: 
1. mutasi dan prornosi; 
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2. administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, peninjauan masa 
kerja dan pencantuman gelar; dan 

3. fasilitasi tugas belajar, izin belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian 
kenaikan pangkat; 

c. pe1ayanan Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi: 
1. pelatihan penjenjangan, sertifikasi dan fungsional , pendidikan dan 

pelatihan (diklat) teknis dan pengembangan kompetensi; 
2. pengukuran indeks profesionalitas PNS; dan 
3. kegiatan workshop, seminar dan lokakarya; 

d. pelayanan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 
meliputi: 
1. disiplin PNS; 
2. a dm inistrasi penghargaan pegawai; 

p elaporan harta kekayaan pe y lenggara negara; 
4 . izin perkawinan dan erceraia n; 
5 . izin cuti; 
6 . s a saran kinerja pegawa i; dan 
7. kesejahteraan p ega wai; 

e. pelayanan lain yang d iatur berdasarkan tuga s dan fungsi sesual 
keten tuan p era turan perunda ng-u n dangan. 

Bagian Ke 
Optimalisasi Penyelenggara a n Pelayanan 

Pa al l0 

(1) Dala m upaya optima lisasi penyelenggaraa pelayanan kepegawaian 
seb gaima n a dimaksu d dalam Pasal 9 , BKPSDM melaksanakan 
pen gem bangan p elayana n secara efektif d an efisien . 

(2) Pengembangan pelaya nan k pegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) d ilakukan a gar m emper m udah PNS m en dapatkan pelayanan 
kepega aia n seba gaim ana dimaks d alam Pasal 9 . 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pembiayaan pelaksanaan per indungan dan pela an an kepada PNS bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya dan 
sumber lain yang sah sesuai ketentua n p eraturan perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati illl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pad a tanggal 1 Desember 2:)22 

DAERAH 
KABU 

M 

Ditetapkan di Singaparna 
15 Desember 2022 

VA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 13:5 
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